Pelayanan Penilaian dan Penetapan Desa Wisata
A.1 Service Delivery
	No.
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan Pelayanan
	a. Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata dari Masyarakat ditandatangani Perbekel
b. Profil Desa Wisata terdiri dari Potensi Pariwisata, Aksesibilitas, Sarana Penunjang, Kelembagaan dan Dukungan Masyarakat serta dilengkapi dengan dokumentasi foto tentant potensi kepariwisataan

	2
	Sistem Mekanisme dan Prosedur
	 (
Tidak m
emenuhi 
s
yarat
(nilai kurang dari 50% dari total skor)
) (
Penetapan Desa Wisata 
ditetapkan dengan
 Keputusan Bupati
) (
Rancangan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Desa Wisata
) (
Memenuhi Syarat
) (
Memenuhi Syarat
(nilai minimal 50% dari total skor)
) (
Penilaian (skoring)
) (
Interview terhadap Pihak Desa Wisata
) (
Kajian Tim
) (
Cek Lokasi
) (
Sekretariat Dispar
) (
Kadis Pariwisata
) (
Verifikasi Ad
mi
nistrasi
) (
Bidang ODTP
(Tim Pemantauan Potensi, Penilaian
 dan Pene
t
apan Desa Wisata, terdiri dari Dispar, PHRI, Forkomdewi)
) (
Permohonan
) (
Tidak Memenuhi Syarat
)

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian
	1 Bulan

	4
	Biaya/Tarif
	Tidak Dikenakan Biaya

	5
	Produk Pelayanan
	Keputusan Bupati Tentang Penetapan Desa Wisata

	6
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	Datang ke Kantor dan membawa Surat Permohonan




A.2 Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali
c. Peraturan Daerah Kabuten Tabanan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan
d. Peraturan Daerah Kabuten Tabanan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata
e. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata



A.2 Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1
	Dasar Hukum
	f. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali
h. Peraturan Daerah Kabuten Tabanan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan
i. Peraturan Daerah Kabuten Tabanan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata
j. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata

	2
	Sarana Prasana dan/atau Fasilitas
	· Mobil
· Seperangkat Alat Cetak
· Data Pemohon
· Kertas

	3
	Kompetensi Pelakasana
	· Diploma/Sarjana
· Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
· Mampu mengoperasikan komputer
· Mampu bekerja dalam tim

	4
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung
2. Dilaksanakan secara kontinyu
3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

	5
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Personil Tim Pemantauan Potensi, Penilaian dan Penetapan Desa Wisata sebanyak 7 (tujuh) orang

	6
	Jaminan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun

	7
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Bupati serta cap basah sehingga dijamin keasliannya
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun



